
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR Ag TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang I a.

Mengingat : 1.

Lt.

BUPATI BURU,

bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 28

Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah;

bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan

Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2oll tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang

tidak sesuai llgi dengan perkembangat ekonomi saat ini,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelen ggaraar. Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Koirpsi, iiotusi dan frepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
pembentukan Piovinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

RepufUt Indonesia Tahun lggg Nomor 174, Tambahan

Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nom6r 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 46 Tahun lggg tentang Pembentukan
provinJ Maluku lJtara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara lLembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Noiror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbingan fr"ru-.rg"r, Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan paerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20a4 Nomor 126, Tatnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

C.

2.

3.
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523fl1.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor ll9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OI2 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 20ll
Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O3 Tahun 2015
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor O3);

MEMUTUSKAN I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Menetapkan



Pasal II
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 21ll
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2OlI Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Nomor l7h diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8
Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan
parkir di tepi jalan umum.
Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yarrg parkir dibandingkal
dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No. Jenis Kendaraan Bermotor Tarif

1

2

J.

Sedan, jeep, mini bus, pick up dan

sejenis

Bus, truk, dan alat besar lainnya

Sepeda motor

Rp. 3.500,- / sekali parkir

Rp. 4.O00,- / sekali parkir

Rp. 2.000,- / sekali parkir

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di
pada tanggal

U,W

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 27 Januari 2016
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AHMAD ASSAGAF

(1)

{2)

(3)

Namlea
27 Januari 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR eO


